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The expiry of unused internet data quota when a package’s validity period ends 

raises a legal problem, because consumers have already paid for service benefits 

that they have not fully used. Constitutional Court Decision Number 273/PUU-

XXIII/2025 adds an obligation for telecommunications providers to offer service 

options that keep users’ remaining quota active and usable. This study analyses 

the legal status of internet data quota as intangible property under Indonesian 

civil law, the change in operators’ obligations to protect remaining quota, and 

the implications of the decision for telecommunications service agreements. It is 

normative juridical legal research that uses statute, conceptual, case, and 

analytical approaches, with qualitative-prescriptive analysis. The findings show 

that data quota has economic value, can be measured quantitatively, and can 

become the object of a legal dispute, so it can be constructed as intangible 

property, a construction reinforced by the Court’s reasoning. Before the 

decision, protection of remaining quota derived from the principle of good faith, 

consumer protection law, and sector regulation. After the decision, operators 

must provide service options that guarantee remaining quota stays usable, 

while retaining discretion over the technical mechanism. The decision does not 

abolish freedom of contract but limits it, so a validity-period clause cannot 

justify the unilateral loss of the benefit of remaining quota. The study concludes 

that protection of remaining quota is now part of operators’ legal obligations, 

and operators need to adjust their product design and service agreements 

accordingly. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai 

infrastruktur penting dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, mulai dari pendidikan, 

pekerjaan, perdagangan, hingga layanan publik. Konektivitas internet berkontribusi terhadap 

aktivitas ekonomi melalui peningkatan akses informasi, produktivitas, dan keterhubungan 

antara pelaku ekonomi.1 Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

mencatat jumlah pengguna internet pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat 

penetrasi sebesar 79,5 persen dari populasi.2 Tingginya penggunaan tersebut menunjukkan 

bahwa akses internet telah menjadi kebutuhan yang memiliki nilai praktis dan ekonomis bagi 

masyarakat. 

Akses internet melalui jaringan telekomunikasi seluler umumnya diperoleh melalui 

pembelian paket data atau kuota internet. Konsumen membayar sejumlah harga untuk 

memperoleh hak menggunakan layanan berdasarkan volume data dan periode tertentu. 

Dalam praktik kontrak telekomunikasi, volume data, harga, dan jangka waktu layanan 

merupakan bagian dari unsur komersial yang menentukan hak dan kewajiban penyedia serta 

pengguna jasa.3 Dengan demikian, kuota internet memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur 

berdasarkan jumlah, harga, dan masa penggunaannya. Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 5 Tahun 2021 juga mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi 

memberikan notifikasi ketika penggunaan layanan mendekati atau mencapai batas periode 

dan/atau volume yang dipilih pelanggan.4 

Persoalan muncul ketika masa berlaku paket berakhir sementara konsumen masih 

memiliki sisa kuota. Konsumen telah melakukan pembayaran, tetapi sebagian manfaat 

layanan belum digunakan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai status hukum dan 

perlindungan nilai ekonomi sisa kuota, khususnya apakah berakhirnya masa layanan dapat 

sekaligus menghapus kepentingan ekonomi konsumen atas manfaat yang telah dibayarkan. 

Persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi yang telah 

dikeluarkan konsumen serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak layanan 

digital.5 

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, persoalan masa 

berlaku dan pengakhiran kuota internet cenderung ditempatkan dalam kerangka hubungan 

kontraktual antara konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Operator menetapkan 

volume kuota, harga, masa berlaku, serta syarat penggunaan yang diterima konsumen ketika 

melakukan pembelian. Penetapan ketentuan secara sepihak melalui kontrak standar 

merupakan karakteristik umum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, 

sehingga transparansi dan keseimbangan ketentuan menjadi aspek penting dalam 

perlindungan konsumen.6 Namun, hubungan tersebut tetap tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).7 Pelaku usaha wajib 

 
1 Hjort and Tian, “The Economic Impact of Internet Connectivity in Developing Countries.” 
2 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. 
3 Bisping and Dodsworth, “Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of 

Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions.” 
4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, 

Pasal 81–82 
5 European Commission, Update the Unfair Contract Terms Directive for Digital Services. 
6 European Commission, “Unfair Contract Terms Directive.” 
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 dan 

angka 3. 
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memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa, sedangkan 

konsumen berhak memperoleh layanan sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan 

yang dijanjikan.8 Oleh karena itu, klausula mengenai masa berlaku kuota perlu dinilai 

berdasarkan transparansi informasi dan prinsip perlindungan konsumen, termasuk 

pembatasan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. 

Persoalan tersebut memperoleh dimensi konstitusional setelah Mahkamah Konstitusi 

memutus Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. Mahkamah mengabulkan 

permohonan untuk sebagian dan menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 

angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 

dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap 

aktif dan dapat digunakan.9 

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menempatkan kuota internet 

yang telah dibeli atau dibayar sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak 

milik.10 Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 499 KUHPerdata yang menentukan 

bahwa benda meliputi barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik, serta Pasal 503 

KUHPerdata yang membedakan benda berwujud dan tidak berwujud.11 Meskipun 

pertimbangan tersebut bukan bagian dari amar putusan dan tidak mengubah rumusan 

kebendaan dalam KUHPerdata, pandangan tersebut menunjukkan perkembangan 

konseptual mengenai kuota internet sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan 

memerlukan perlindungan. Karakteristik kuota yang dapat diperoleh melalui pembayaran, 

diukur berdasarkan volume, serta memberikan manfaat bagi konsumen menimbulkan 

kebutuhan untuk mengkaji kedudukannya dalam konstruksi hukum benda tidak berwujud 

menurut hukum perdata Indonesia. 

Selain menyangkut status kuota, amar putusan tersebut mewajibkan operator 

menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat 

digunakan.12 Kewajiban ini menimbulkan persoalan mengenai bentuk perlindungan yang 

harus diberikan, batas kebebasan operator dalam menentukan model bisnis dan masa berlaku 

produk, serta kesesuaiannya dengan klausula baku dalam perjanjian layanan telekomunikasi. 

Dalam hukum perjanjian, kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak sebagaimana 

tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata tetap harus ditempatkan dalam kerangka 

pemenuhan syarat sah perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.13 Dengan demikian, 

kebebasan operator dalam merancang produk layanan perlu dianalisis bersama kewajiban 

perlindungan konsumen yang lahir dari putusan tersebut. 

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan penghangusan kuota internet dari 

perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Isnawati dan Kurnia (2026) 

mengkaji keberlakuan klausula baku masa berlaku kuota pascaputusan Mahkamah 

 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b dan 

c serta Pasal 7 huruf b. 
9 Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 
10 Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 
11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499, 503, dan 1338. 
12 Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499, 503, dan 1338. 
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Konstitusi,14 sedangkan Nisa (2026) menyoroti keadilan kontraktual dalam kebijakan 

penghangusan kuota.15 Taufikin (2026) menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan prinsip 

keadilan dan perlindungan harta dalam maqāṣid al-syarī’ah.16 Bisping dan Dodsworth (2019) 

membahas perlindungan konsumen dalam kontrak telekomunikasi seluler lintas yurisdiksi,17 

sementara Murti (2026) mengkaji perlindungan nilai sisa kuota dan alternatif pengaturannya 

setelah putusan Mahkamah Konstitusi.18 Meskipun memberikan perspektif mengenai 

perlindungan konsumen, keadilan kontraktual, dan pengaturan kuota, kajian-kajian tersebut 

belum secara komprehensif mengintegrasikan kedudukan kuota internet sebagai objek hak 

konsumen dalam hukum perdata Indonesia dengan konsekuensi putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap kewajiban operator. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan 

hukum kuota internet sebagai benda tidak berwujud menurut hukum perdata Indonesia 

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, mengkaji konsekuensi 

putusan terhadap kewajiban operator dalam melindungi sisa kuota, serta menganalisis 

implikasinya terhadap kebebasan berkontrak dan keberlakuan klausula baku. Penelitian ini 

diharapkan menghasilkan konstruksi hukum yang memberikan kepastian mengenai hak 

konsumen atas kuota yang telah dibayar dan kewajiban operator dalam penyelenggaraan 

layanan telekomunikasi. 

 

2. Metode dan Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis dasar 

hukum kedudukan kuota internet dan kewajiban operator; pendekatan konseptual (conceptual 

approach) untuk mengkaji konsep benda tidak berwujud, hak milik, perlindungan konsumen, 

dan kebebasan berkontrak; pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025; serta pendekatan analitis (analytical 

approach) untuk menilai implikasi putusan terhadap kewajiban operator dan keberlakuan 

klausula baku. 

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi beserta perubahannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel 

jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin yang relevan dengan hukum benda, hukum 

perjanjian, perlindungan konsumen, dan telekomunikasi. Bahan hukum dianalisis secara 

 
14 Isnawati and Kurnia, “Keberlakuan Klausula Baku Masa Berlaku Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 273/PUU-XXIII/2025.” 
15 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
16 Taufikin, “Digital Consumer Justice as Maqāṣ id-Based Ethics: Rethinking Telkomsel’s Data Expiry Policy 

through Netnography.” 
17 Bisping and Dodsworth, “Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of 

Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions.” 
18 Murti, “Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia’s Constitutional Court 

Decision No. 273/PUU-XXIII/2025.” 
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kualitatif-preskriptif melalui penafsiran dan sistematisasi norma untuk menjawab rumusan 

masalah serta merumuskan konstruksi hukum perlindungan konsumen atas sisa kuota 

internet. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kedudukan Hukum Kuota Internet sebagai Benda Tidak Berwujud 

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian 

luas mengenai benda, yaitu setiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. 

Rumusan ini menunjukkan bahwa benda dalam hukum perdata mencakup objek fisik 

maupun hak yang dapat menjadi objek kepemilikan. Karena itu, kuota internet dapat dikaji 

sebagai objek tidak berwujud sepanjang mempunyai karakteristik hukum dan nilai ekonomi 

dalam hubungan antara konsumen dan operator.19 Hal ini sejalan dengan doktrin hukum 

benda bahwa objek hak keperdataan dapat berupa hak bernilai yang dikuasai secara hukum.20 

Wyczik (2025) juga menjelaskan bahwa kepemilikan aset digital perlu ditafsirkan dengan 

memperhatikan karakteristik objek dan hubungan hukum yang melekat padanya, bukan 

semata-mata penguasaan fisik.21 

Kuota internet tidak berbentuk fisik, tetapi memberikan kemampuan kepada konsumen 

untuk mengakses jaringan berdasarkan volume dan jangka waktu tertentu. Nilai ekonominya 

terletak pada manfaat layanan. Pembayaran paket dimaksudkan untuk memperoleh hak 

menikmati layanan sesuai volume dan perjanjian. Oleh karena itu, sisa kuota yang belum 

digunakan merepresentasikan manfaat ekonomi yang belum dinikmati konsumen. Wyczik 

(2025) juga mengaitkan nilai objek digital dengan hak atau manfaat ekonomi dan klaim 

kontraktual.22 Novemyanto (2026) secara khusus menunjukkan bahwa sisa kuota yang telah 

dibayar dan belum sepenuhnya dinikmati mempunyai nilai ekonomi yang memerlukan 

perlindungan hukum.23 

Konstruksi tersebut berkaitan dengan Pasal 503 KUHPerdata yang membedakan benda 

bertubuh dan tidak bertubuh, Pasal 511 mengenai benda bergerak tidak bertubuh, serta Pasal 

570 mengenai hak milik untuk menikmati kebendaan secara leluasa sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain.24 Berdasarkan ketentuan tersebut, 

sisa kuota yang telah dibayar dapat dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud yang 

mengandung kepentingan kepemilikan konsumen. Hal ini tidak berarti kuota berlaku tanpa 

batas waktu karena penggunaannya tetap tunduk pada undang-undang dan perjanjian yang 

sah. Karakter hak milik atas kuota tetap memerlukan kajian doktrinal karena bertumpu pada 

perikatan konsumen dan operator. Wyczik (2025) menjelaskan keterkaitan hak kebendaan 

atas aset digital dengan klaim kontraktual yang mendasari penguasaannya. Hukum benda 

dan hukum perjanjian memiliki karakteristik serta konsekuensi berbeda, meskipun dapat 

saling berkaitan dalam transaksi digital (Wolff 2020; Wyczik 2025).25 

Kedudukan tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mendefinisikan barang sebagai setiap benda 

 
19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 499. 
20 Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional; Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda. 
21 Wyczik, “Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets.” 
22 Wyczik. 
23 Novemyanto, “Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet 

Hangus sebagai Hak Milik Digital.” 
24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 503, Pasal 511, dan Pasal 570. 
25 Wolff, “The Relationship between Contract Law and Property Law.” 
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berwujud atau tidak berwujud yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan konsumen.26 

Kuota juga dapat dipandang sebagai jasa akses jaringan berdasarkan volume dan waktu 

menurut Pasal 1 angka 5 UUPK.27 Klasifikasi barang atau jasa tersebut dipersoalkan para 

Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.28 Perbedaan klasifikasi tidak 

menghilangkan perlindungan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Penelitian ini mengualifikasikan 

kuota sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum benda, tanpa 

mengesampingkan karakter layanan akses jaringan sebagai jasa. Bisping dan Dodsworth 

(2019) menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam kontrak telekomunikasi, 

terutama terkait ketentuan kontrak, pembaruan, dan perubahan sepihak.29 Nisa (2026) 

menekankan bahwa pengaturan sisa kuota perlu memperhatikan kepatutan, itikad baik, 

transparansi, dan keseimbangan kontraktual.30 

Kedudukan kuota internet sebagai benda tidak berwujud dapat dilihat melalui tiga 

karakteristik yuridis. Pertama, kuota mempunyai nilai ekonomi karena diperoleh melalui 

pembayaran. Konsumen membayar paket bervolume tertentu untuk memperoleh manfaat 

sesuai karakteristik produk. Dengan demikian, sisa kuota bukan sekadar angka dalam sistem 

operator, melainkan representasi manfaat ekonomi yang belum dinikmati. Novemyanto 

(2026) mengidentifikasi bahwa sisa kuota yang telah dibayar tetap mempunyai nilai ekonomi 

bagi konsumen.31 Murti (2026) juga menempatkan sisa data internet sebagai persoalan nilai 

residual layanan telekomunikasi yang telah dibayar.32 

Kedua, kuota dapat diukur secara kuantitatif melalui satuan seperti 5 GB, 10 GB, atau 20 

GB yang menjadi parameter harga dan karakteristik paket. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menguraikan bahwa paket kuota ditawarkan berdasarkan harga, 

volume, dan waktu tertentu. Ketiga, kuota dapat menjadi objek perselisihan hukum karena 

penghapusan sisa kuota setelah masa berlaku berakhir berpotensi menghilangkan manfaat 

ekonomi yang telah diperoleh melalui pembayaran. Karakter ini juga dibahas Novemyanto 

(2026) dalam kajiannya mengenai sisa kuota sebagai hak milik digital.33 

Hal tersebut tercermin dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Para Pemohon 

mempersoalkan penghapusan sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan serta 

meminta jaminan keberlanjutan manfaatnya. Sebelum putusan tersebut, kuota pada 

umumnya ditempatkan sebagai bagian layanan telekomunikasi yang penggunaannya 

mengikuti karakteristik paket dan ketentuan yang disepakati. Masa berlaku dan volume 

penggunaan menjadi bagian mekanisme layanan; berakhirnya masa berlaku dipahami 

sebagai berakhirnya kesempatan konsumen menikmati kuota. Bisping dan Dodsworth (2019) 

menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam kontrak telepon seluler berkaitan dengan 

 
26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 4. 
27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
28 Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. 
29 Bisping and Dodsworth, “Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of 

Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions.” 
30 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
31 Novemyanto, “Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet 

Hangus sebagai Hak Milik Digital.” 
32 Murti, “Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia’s Constitutional Court 

Decision No. 273/PUU-XXIII/2025.” 
33 Novemyanto, “Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet 

Hangus sebagai Hak Milik Digital.” 
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durasi kontrak, pembaruan perjanjian, dan perubahan ketentuan layanan.34 Nisa (2026) juga 

menempatkan pengaturan masa berlaku kuota sebagai bagian hubungan kontraktual yang 

perlu dinilai berdasarkan asas hukum perjanjian.35 

Pendekatan tersebut menjadi problematis ketika masih terdapat kuota yang telah dibayar 

tetapi belum digunakan. Konsumen telah membayar, tetapi belum sepenuhnya menikmati 

manfaat transaksi. Karena itu, penghapusan sisa kuota bukan sekadar persoalan teknis, tetapi 

juga menyangkut hilangnya manfaat ekonomi dari transaksi. Rizal (2026) menjelaskan bahwa 

keabsahan klausula penghangusan kuota tidak cukup didasarkan pada persetujuan formal 

konsumen, tetapi perlu mempertimbangkan itikad baik, keseimbangan kontraktual, dan 

perlindungan konsumen.36 Nisa (2026) juga menempatkan penghangusan sisa kuota sebagai 

persoalan keadilan kontraktual yang memerlukan pengaturan proporsional.37 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan dimensi 

hukum lebih kuat terhadap persoalan tersebut. Keberlanjutan manfaat kuota yang telah 

dibayar menjadi persoalan perlindungan konsumen, bukan sekadar teknis operasional 

operator. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa kuota internet 

yang diperoleh melalui pembayaran harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di 

dalamnya melekat hak milik. Mahkamah menekankan perlindungan nilai ekonomi layanan 

yang telah dibayar tetapi belum dinikmati. Penguatan ini sejalan dengan Novemyanto (2026), 

yang menghubungkan perlindungan sisa kuota dengan pengakuan nilai ekonomi digital dan 

kepastian hukum konsumen.38 

Meskipun demikian, konstruksi kuota berdasarkan hukum perdata perlu dibedakan dari 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah Pasal 499 

KUHPerdata atau menciptakan kategori baru benda tidak berwujud. Pertimbangan mengenai 

kuota sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik terdapat dalam 

pertimbangan hukum, bukan amar putusan. Kualifikasi kuota sebagai benda tidak berwujud 

tetap merupakan konstruksi hukum perdata yang diperkuat pengakuan Mahkamah atas 

kepentingan ekonomi konsumen. Pembedaan antara objek digital, hak kepemilikan, dan 

klaim kontraktual juga dibahas Wyczik (2025), yang menekankan perlunya analisis terhadap 

karakter hak dan hubungan hukum yang mendasari penguasaan aset digital.39 

Secara keseluruhan, terdapat pergeseran dalam memahami status hukum kuota internet. 

Sebelum Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, kuota lebih dominan dipahami sebagai 

layanan yang tunduk pada ketentuan penggunaan dan masa berlaku paket. Setelah putusan 

tersebut, sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan mempunyai dimensi 

kepentingan hukum lebih nyata. Keberadaannya berkaitan dengan akses internet sekaligus 

nilai ekonomi transaksi. Hal ini mendukung konstruksi kuota internet sebagai objek tidak 

berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dalam perspektif hukum perdata. Perkembangan 

tersebut sejalan dengan Murti (2026) mengenai pengaturan nilai residual sisa kuota setelah 

putusan Mahkamah Konstitusi dan Novemyanto (2026) mengenai rekonstruksi perlindungan 

 
34 Bisping and Dodsworth, “Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of 

Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions.” 
35 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
36 Rizal, “Keabsahan Klausula Penghangusan Sisa Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

273/PUU-XXIII/2025.” 
37 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
38 Novemyanto, “Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet 

Hangus sebagai Hak Milik Digital.” 
39 Wyczik, “Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets.” 
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konstitusional atas sisa kuota sebagai hak milik digital.40 Dengan demikian, kuota internet 

dapat dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan 

kepentingan kepemilikan bagi konsumen. Pengaturan masa berlaku dan penghapusan sisa 

kuota harus memperhatikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keseimbangan 

kontraktual. 

 

3.2 Kewajiban Operator Telekomunikasi dalam Melindungi Hak Konsumen atas Sisa Kuota 

Hubungan hukum antara pengguna dan operator telekomunikasi merupakan hubungan 

kontraktual yang lahir dari kesepakatan penyediaan jasa melalui kontrak elektronik. Pasal 1 

angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mendefinisikan kontrak elektronik 

sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak tersebut 

mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana kontrak konvensional 

sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.41 Konsumen 

berkewajiban membayar paket layanan, sedangkan operator wajib menyediakan layanan 

sesuai dengan volume kuota, harga, masa berlaku, dan ketentuan penggunaan yang 

ditawarkan. Dengan demikian, persoalan sisa kuota berkaitan dengan pemenuhan prestasi, 

perlindungan konsumen, dan keseimbangan kontraktual. Widyawati et al. (2025) 

menjelaskan bahwa clickwrap agreement pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang 

terdapat bukti persetujuan yang jelas serta ketentuan kontraknya memenuhi prinsip 

keterbukaan dan kewajaran.42 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 

mengikat para pihak, sedangkan ayat (3) mewajibkan pelaksanaannya dengan itikad baik. 

Kebebasan operator dan konsumen dalam menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak, 

tetapi dibatasi oleh ketentuan hukum, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap 

pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Sjahdeini menegaskan bahwa kebebasan 

berkontrak perlu diimbangi dengan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, terutama 

ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih kuat.43 Persoalan ini relevan karena 

layanan telekomunikasi umumnya menggunakan perjanjian baku yang klausulanya 

ditentukan terlebih dahulu oleh operator. Konsumen pada umumnya hanya dapat menerima 

atau menolak layanan tanpa kesempatan memadai untuk menegosiasikan isinya. Gerhart 

(2021) menjelaskan bahwa kontrak konsumen dengan ketentuan baku perlu memperhatikan 

kewajaran substansi karena ketentuan yang disusun sepihak dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban.44 

 

a. Kewajiban Operator Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui 

 
40 Murti, “Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia’s Constitutional Court 

Decision No. 273/PUU-XXIII/2025”; Novemyanto, “Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi 

Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital.” 
41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 

angka 17; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 18 ayat (1). 
42 Widyawati et al., “Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) dalam Perspektif Hukum 

Perdata Indonesia.” 
43 Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Bank di Indonesia. 
44 Gerhart, “Consumer Contracts and Standard Terms.” 



Verdict: Journal of Law Science 5(4) (2026): 934-952 

   Page | 942 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, belum secara eksplisit mewajibkan operator 

menerapkan mekanisme rollover, pengembalian dana (refund), atau mekanisme tertentu untuk 

mempertahankan sisa kuota setelah masa berlaku paket berakhir. Pengaturan masa berlaku 

kuota pada periode tersebut pada dasarnya masih berada dalam ruang pengaturan 

kontraktual dan regulasi tarif. Namun, ketiadaan kewajiban khusus tersebut tidak berarti 

operator memiliki kebebasan tanpa batas untuk menghilangkan manfaat yang telah dibayar 

konsumen. 

Dalam perspektif KUHPerdata, operator wajib melaksanakan perjanjian sesuai 

kesepakatan dan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3). Apabila 

paket menjanjikan volume kuota dengan kondisi tertentu, operator harus menyediakan 

layanan sesuai kesepakatan. Klausula mengenai masa berlaku kuota juga harus dinilai 

berdasarkan itikad baik dan kepatutan, terutama apabila penerapannya menimbulkan 

kerugian atau ketidakseimbangan bagi konsumen. Syaifuddin (2018) menempatkan 

pelaksanaan kontrak dan pemenuhan prestasi sebagai bagian penting dari hubungan hukum 

para pihak, sehingga isi perjanjian perlu dinilai tidak hanya dari keberadaan kesepakatan, 

tetapi juga dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati.45 

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk 

memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; 

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta memperoleh kompensasi atau ganti 

rugi apabila layanan tidak sesuai perjanjian. Sementara itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha 

memberikan informasi yang benar dan memenuhi kewajiban pemberian kompensasi apabila 

layanan tidak sesuai dengan perjanjian.46 Nasution (2001) menjelaskan bahwa perlindungan 

konsumen bertujuan menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh hak dan 

perlindungan dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.47 

Pembatasan terhadap klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 ayat (1) 

huruf a melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan 

huruf f melarang klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek transaksi. Klausula yang 

melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3). Oleh karena 

itu, penghangusan kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan dapat diuji sebagai 

tindakan yang mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen.48 Widyawati et al. (2025) 

juga menegaskan bahwa keabsahan formal kontrak elektronik tidak serta-merta 

membenarkan klausula yang merugikan konsumen secara tidak proporsional.49 

Dari perspektif keadilan ekonomi, kebijakan masa aktif juga dapat menimbulkan asimetri 

informasi karena konsumen belum tentu memahami konsekuensi teknis berakhirnya masa 

berlaku kuota. Kondisi tersebut berkaitan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdata, kesepakatan yang 

diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat menjadi dasar pembatalan 

 
45 Syaifuddin, Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis. 

46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b, c, dan h serta Pasal 7 

huruf b dan g. 
47 Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. 
48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f serta 

ayat (3); Widyawati et al., “Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) dalam Perspektif 

Hukum Perdata Indonesia.” 
49 Widyawati et al. 
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perjanjian. Akibat hukum ini perlu dibedakan dari klausula baku yang melanggar Pasal 18 

UUPK, yang dinyatakan batal demi hukum.50 Dalam kajian mengenai kontrak baku, Cumyn 

(2025) menunjukkan bahwa persetujuan formal terhadap klausula standar tidak selalu 

mencerminkan pemahaman atau penerimaan substantif konsumen terhadap seluruh 

ketentuan yang disusun oleh pelaku usaha.51 

Persetujuan formal konsumen terhadap perjanjian baku tidak selalu mencerminkan 

keseimbangan posisi tawar. Konsumen umumnya tidak mempunyai kesempatan yang setara 

untuk menegosiasikan klausula yang telah ditentukan operator. Akibatnya, kesepakatan 

dapat bersifat semu karena konsumen tidak memiliki ruang memadai untuk memengaruhi 

isi perjanjian.52 Oleh sebab itu, persetujuan konsumen tidak dapat dijadikan satu-satunya 

dasar untuk membenarkan klausula penghangusan kuota. Operator tetap berkewajiban 

memastikan bahwa ketentuan layanan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan tidak menghilangkan hak konsumen. Temuan Nugraha dan Satory (2025) 

mengenai praktik penghangusan kuota internet juga memperlihatkan adanya persoalan 

ketidakseimbangan posisi tawar, transparansi, dan potensi klausula kontrak yang tidak adil 

dalam layanan digital.53 

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 

menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 1 

UUPK. Dalam transaksi digital, perlindungan tersebut mencakup hak atas informasi yang 

benar, keamanan, dan perlindungan dari perjanjian sepihak. Karena itu, kontrak elektronik 

perlu menjamin transparansi, hubungan hukum yang adil antara penyedia dan pengguna, 

serta penyelesaian sengketa yang efektif.54 Sejalan dengan hal tersebut, Nisa (2026) 

menyimpulkan bahwa kebijakan penghangusan sisa kuota perlu dinilai berdasarkan 

kepatutan, itikad baik, transparansi, dan keseimbangan dalam perjanjian.55 

Selain ketentuan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, kewajiban operator 

dibatasi oleh regulasi sektoral. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mewajibkan susunan tarif, formula 

tarif, dan skema pembayaran dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan Pasal 47. Pasal 48 

juga melarang penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha 

yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.56 Dengan demikian, 

kewenangan operator dalam menentukan tarif dan mekanisme layanan tidak bersifat mutlak. 

Transparansi informasi tarif juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 15 mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan 

 
50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1449; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (3); Nugraha and Satory, “Perlindungan Hukum Konsumen 

atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel.” 
51 Cumyn, “Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?” 

52 Baskoro et al., “Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: 

(Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel).” 
53 Nugraha and Satory, “Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: 

Studi Kasus Telkomsel.” 
54 Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. 

55 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
56 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, 

Pasal 47 dan Pasal 48 
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informasi tarif secara transparan dan tidak diskriminatif kepada pelanggan.57 Dalam layanan 

paket internet, informasi tersebut setidaknya harus mencakup harga, volume kuota, masa 

berlaku, ketentuan penggunaan, dan konsekuensi berakhirnya masa berlaku. Kejelasan 

informasi diperlukan agar konsumen dapat memberikan persetujuan secara bermakna. 

Dengan demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, 

kewajiban operator dalam melindungi sisa kuota bersifat umum dan tidak langsung. 

Operator belum diwajibkan secara khusus menyediakan mekanisme rollover atau refund, 

tetapi tetap terikat pada kewajiban transparansi, itikad baik, akuntabilitas tarif, dan 

perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penghangusan kuota tidak otomatis merupakan 

pelanggaran hukum hanya karena masa berlaku paket telah berakhir. Namun, kebijakan 

tersebut tetap dapat diuji berdasarkan transparansi informasi, kesesuaian perjanjian, 

keseimbangan klausula baku, itikad baik, dan potensi kerugian konsumen. 

 

b. Kewajiban Operator Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 

Perubahan mendasar terhadap kewajiban penyelenggara telekomunikasi terjadi setelah 

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. 

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) 

dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan memberikan 

pemaknaan konstitusional bersyarat sebagai berikut: 

“Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai, ‘Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan 

layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa 

telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan’”58 

Putusan tersebut tidak menghapus kewenangan operator dalam menetapkan tarif, tetapi 

mewajibkan penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat 

digunakan. Dengan demikian, perlindungan sisa kuota memperoleh dasar kewajiban sektoral 

yang lebih tegas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nasution bahwa perlindungan konsumen 

diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku 

usaha serta menjamin terpenuhinya hak konsumen dalam hubungan transaksi.59 

Konsekuensinya, operator tidak dapat mendasarkan penghangusan sisa kuota semata-

mata pada klausula masa berlaku dalam perjanjian baku apabila konsumen kehilangan 

manfaat kuota tanpa memperoleh pilihan layanan yang menjamin keberlanjutan 

penggunaannya. Persoalan ini berkaitan dengan karakter perjanjian baku yang disusun 

 
57 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 15. 
58 Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. 
59 Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. 
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secara sepihak sehingga membatasi ruang konsumen dalam menentukan isi perjanjian. 

Badrulzaman menjelaskan bahwa penggunaan perjanjian baku berkaitan dengan asas 

kebebasan berkontrak dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para 

pihak.60 Cumyn juga menunjukkan bahwa klausula standar dapat mengurangi kualitas 

persetujuan konsumen ketika tidak tersedia kesempatan memadai untuk memahami atau 

menegosiasikan ketentuan kontrak.61 Oleh karena itu, persetujuan konsumen tidak dengan 

sendirinya membenarkan klausula yang menghilangkan manfaat ekonomi kuota yang telah 

dibayar. 

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan rollover atau 

refund sebagai satu-satunya mekanisme perlindungan. Operator dapat menentukan 

mekanisme teknis sepanjang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan, seperti 

akumulasi kuota (rollover), perpanjangan masa penggunaan, atau bentuk perlindungan lain 

yang setara. Perpanjangan masa penggunaan harus memungkinkan konsumen 

menggunakan sisa kuota hingga habis tanpa dikenai biaya atau tarif tambahan hanya karena 

perpanjangan masa aktif, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah.62 

Dengan demikian, pemenuhan kewajiban tidak cukup dinilai dari tersedianya pilihan 

layanan secara formal, tetapi juga efektivitasnya dalam mempertahankan manfaat kuota yang 

telah dibayar. Refund dapat menjadi alternatif perlindungan, tetapi bukan mekanisme 

tunggal yang diwajibkan dalam amar putusan. 

Pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan pembenahan praktik bisnis dan penguatan 

pengawasan regulatif. Operator perlu memberikan informasi transparan mengenai harga, 

volume kuota, masa berlaku, kebijakan penggunaan wajar (fair usage policy), serta perlakuan 

terhadap sisa kuota. Informasi tersebut memungkinkan konsumen memahami karakteristik 

layanan dan konsekuensi kontraktual sebelum pembelian. Hermes dan Sitinjak menunjukkan 

bahwa ketidakseimbangan posisi tawar dan klausula yang merugikan konsumen merupakan 

persoalan struktural dalam perjanjian baku, termasuk transaksi digital.63 Priyono et al. juga 

menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan agar kebebasan berkontrak tidak 

menghasilkan keuntungan sepihak bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat.64 Dalam 

layanan telekomunikasi, prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah penghangusan kuota 

yang mengurangi hak ekonomi konsumen.65 

Sebagai tindak lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 

4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota 

dalam rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.66 

Surat edaran tersebut menjadi pedoman administratif bagi operator dalam melaksanakan 

kewajibannya. Namun, karena bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan 

 
60 Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis. 
61 Cumyn, “Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?” 
62 Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. 
63 Hermes and Sitinjak, “Consumer Legal Protection in Standard Agreements: A Systematic Literature Review of 

Civil Law Research in Indonesia.” 
64 Priyono et al., “Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and Fairness.” 
65 Nisa, “Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet.” 
66 Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 

Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota dalam Rangka 

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. 
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pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas bentuk, standar, dan mekanisme pengawasan 

pilihan layanan. 

Dalam perspektif hukum perdata, perkembangan tersebut membatasi pelaksanaan asas 

kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata melalui kewajiban 

hukum yang bersifat memaksa. Kebebasan menentukan isi perjanjian tetap diakui, tetapi 

harus memperhatikan itikad baik, keseimbangan, dan ketentuan hukum. Priyono et al. 

memperlihatkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian baku perlu 

disertai prinsip itikad baik dan keadilan agar hubungan kontraktual memberikan 

perlindungan yang seimbang.67 Oleh karena itu, operator tetap berwenang menentukan 

desain dan harga layanan, tetapi tidak dapat mengesampingkan kewajiban perlindungan 

konsumen. Persetujuan konsumen terhadap klausula kontrak juga tidak membenarkan 

ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 

 

c. Perbandingan Kewajiban Operator Sebelum dan Sesudah Putusan 

Sebelum Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, operator mempunyai kewajiban 

memberikan informasi yang transparan, melaksanakan kontrak dengan itikad baik, 

menerapkan tarif secara akuntabel, dan menghormati hak konsumen sebagaimana diatur 

dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi 

telekomunikasi. Namun, belum terdapat kewajiban eksplisit untuk menjamin bahwa sisa 

kuota tetap dapat digunakan setelah masa berlaku paket berakhir. 

Setelah Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, kewajiban tersebut menjadi lebih konkret. 

Selain tetap terikat pada KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan 

regulasi telekomunikasi, operator wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa 

kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari 

rezim perlindungan konsumen yang bersifat umum menuju perlindungan yang secara 

khusus mengakui keberadaan kepentingan hukum konsumen atas sisa kuota. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 273/PUU-XXIII/2025 bukan semata-mata mengubah persoalan teknis masa berlaku 

paket internet, tetapi mengubah batas kewajiban kontraktual operator. Kebebasan operator 

untuk menentukan isi perjanjian layanan tidak lagi dapat digunakan untuk membenarkan 

hilangnya manfaat sisa kuota secara sepihak. Perlindungan terhadap sisa kuota kini menjadi 

bagian dari kewajiban hukum operator dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 

 

3.3 Implikasi Putusan terhadap Praktik Perjanjian Layanan Telekomunikasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 membawa konsekuensi 

terhadap hubungan kontraktual antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa. 

Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif 

harus disertai kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif 

dan dapat digunakan.68 Putusan ini menempatkan kuota internet sebagai manfaat ekonomi 

yang harus dilindungi dalam hubungan kontraktual. 

Dalam perjanjian baku, isi kontrak dirumuskan terlebih dahulu oleh pelaku usaha 

dengan ruang negosiasi konsumen yang terbatas. Meskipun mendukung efisiensi transaksi 

 
67 Priyono et al., “Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and Fairness.” 
68 Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. 
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massal, standardisasi tidak membenarkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Miru dan 

Yodo menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku.69 

Hermes dan Sitinjak juga mengidentifikasi ketimpangan posisi tawar dan klausula yang 

merugikan konsumen sebagai persoalan struktural perjanjian baku di Indonesia.70 

Konsumen telekomunikasi membayar manfaat berupa akses terhadap jaringan dan jasa 

telekomunikasi sehingga substansi kontrak harus memperhatikan perlindungan konsumen. 

Penelitian Nurhafni dan Sanusi Bintang menunjukkan bahwa perjanjian baku elektronik 

telekomunikasi menggunakan klausula yang disiapkan pelaku usaha, termasuk mengenai 

keberatan dan penyelesaian persoalan konsumen.71 Shidarta juga menempatkan 

perlindungan hak konsumen sebagai bagian penting hubungan hukum antara konsumen dan 

pelaku usaha.72 

Persetujuan konsumen tidak dapat dipahami semata-mata melalui konsep take it or leave 

it. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, kepatutan, ketertiban umum, dan 

itikad baik.73 Penelitian Putra dan Putri menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan 

elektronik melalui sistem click-to-accept dapat menimbulkan persoalan ketika konsumen 

belum memahami klausula kontrak secara memadai.74 

Putusan MK memperkuat batas tersebut tanpa menghapus kewenangan operator 

menentukan produk dan tarif. Klausula “Kuota yang tidak digunakan sampai dengan 

berakhirnya masa aktif akan hangus” tidak lagi cukup dinilai berdasarkan persetujuan 

konsumen, tetapi harus mempertimbangkan perlindungan terhadap manfaat ekonomi yang 

telah dibayar. Kajian Rahayu, Badruddin, dan Wang menunjukkan bahwa klausula baku 

yang bertentangan dengan perlindungan konsumen masih ditemukan dalam kontrak 

platform digital di Indonesia.75 

Namun, putusan tersebut tidak berarti sisa kuota harus berlaku tanpa batas waktu atau 

seluruh klausula masa aktif otomatis batal. Kewajiban operator adalah menyediakan pilihan 

layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan sehingga konsumen 

memperoleh manfaat wajar dari kuota yang telah dibayar. 

 

3.4 Dampak Putusan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak 

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tidak menghapus kebebasan berkontrak. 

Operator tetap berwenang menentukan jenis layanan, struktur harga, volume kuota, 

segmentasi produk, dan strategi komersial. Miru dan Pati menjelaskan bahwa hukum 

perjanjian memberikan ruang bagi para pihak membentuk hubungan hukum berdasarkan 

kesepakatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.76 

Namun, kebebasan berkontrak bukan kebebasan absolut. Pasal 1338 KUHPerdata 

mengakui kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah, tetapi pelaksanaannya tetap 

 
69 Miru and Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. 
70 Hermes and Sitinjak, “Consumer Legal Protection in Standard Agreements: A Systematic Literature Review of 

Civil Law Research in Indonesia.” 
71 Nurhafni and Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik.” 
72 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. 
73 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 dan Pasal 1339; Subekti, Hukum Perjanjian. 
74 Putra and Putri, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Fondasi Yuridis, Problematika 

Pembuktian, dan Urgensi Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia.” 
75 Rahayu et al., “Void by Law, Alive in Practice: Measuring Prohibited Standard Clauses in Twenty Indonesian 

Digital-Platform Contracts under Article 18.” 
76 Miru and Pati, Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW). 
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tunduk pada itikad baik dan batas hukum.77 Widyantoro menegaskan pentingnya asas 

keseimbangan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian baku, terutama 

ketika persetujuan formal tidak mencerminkan kesetaraan posisi tawar.78 

Putusan MK mengubah batas eksternal kebebasan kontraktual operator. Sebelum 

putusan, operator dapat menentukan masa aktif sebagai bagian dari model produk sepanjang 

tidak bertentangan dengan hukum. Setelah putusan, desain layanan harus menyediakan 

pilihan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan demikian, 

operator tetap bebas merancang layanan, tetapi tidak dapat mengesampingkan perlindungan 

konsumen terhadap sisa kuota. 

Hukum kontrak tidak hanya bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi 

juga menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Literatur kebebasan berkontrak 

menempatkan perlindungan yang seimbang sebagai perkembangan penting hukum 

perjanjian modern, khususnya dalam perjanjian baku.79 Purba et al. juga menunjukkan 

adanya ketegangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan ketika klausula transaksi 

digital membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak.80 

Oleh karena itu, operator tidak dapat menggunakan asas freedom of contract untuk 

mempertahankan klausula yang secara absolut menghilangkan manfaat ekonomi konsumen 

apabila bertentangan dengan putusan MK dan peraturan perlindungan konsumen. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kuota internet merupakan benda 

tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dalam hukum perdata Indonesia. Konstruksi ini 

didasarkan pada Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Kuota memenuhi karakteristik kebendaan karena diperoleh melalui pembayaran, 

dapat diukur secara kuantitatif, dan berpotensi menjadi objek sengketa. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memperkuat kepentingan hukum atas sisa kuota yang 

telah dibayar tetapi belum digunakan, meskipun tidak mengubah Pasal 499 KUHPerdata 

ataupun secara eksplisit membentuk kategori baru benda tidak berwujud. 

Putusan tersebut juga menggeser kewajiban operator telekomunikasi dari perlindungan 

yang bersifat umum menjadi kewajiban sektoral yang lebih konkret. Sebelum putusan, 

perlindungan konsumen bertumpu pada asas itikad baik, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, serta kewajiban transparansi dan akuntabilitas tarif, tanpa ketentuan eksplisit 

mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota. Setelah putusan, operator wajib menyediakan 

pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Mekanismenya 

dapat berupa akumulasi kuota (rollover) atau perpanjangan masa penggunaan tanpa biaya 

tambahan, sepanjang menjamin keberlanjutan penggunaan kuota. Adapun refund bukan 

satu-satunya mekanisme yang diwajibkan dalam amar putusan. 

Selanjutnya, putusan tersebut mengubah batas eksternal asas kebebasan berkontrak 

dalam perjanjian layanan telekomunikasi tanpa menghapus kewenangan operator 

menentukan jenis layanan, harga, volume kuota, dan desain produk. Operator tidak lagi 

 
77 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan (3). 
78 Widyantoro, “Legal Protection for the Weaker Party in Standard Form Contracts Based on Balance in 

Indonesian Civil Law.” 
79 Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di 

Indonesia. 
80 Purba et al., “Veiled Exoneration: The Collision of Freedom of Contract and the Principle of Justice in Digital-

Era Consumer Standard Clauses. 
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bebas mengesampingkan perlindungan konsumen atas sisa kuota, sehingga klausula 

penghangusan kuota tidak dapat dibenarkan semata-mata berdasarkan persetujuan 

konsumen dalam perjanjian baku. Namun, putusan tersebut tidak berarti sisa kuota harus 

berlaku tanpa batas waktu atau seluruh klausula masa aktif otomatis batal. 
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